BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG AKIBAT HUKUM AKTA
PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN (CESSIE) PADA PERJANJIAN
KREDIT PEMILIKAN RUMAH AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI
A. Akibat Hukum Pada Umumnya
Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum,
terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Ali, 2021,
hal 192). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang
dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku
hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum,
sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu
tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso, 2015, hal

205).

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa
hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya,
akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap
hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau
lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X
mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka
lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa

rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian
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sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi

lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat
hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang
orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. (Soeroso, 2015, hal
295).

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan
hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono
Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum
timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalamhu bungan hukum
ada hak dan kewajiban (Dirdjosisworo, 2010, hal. 131). Peristiwa atau
kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang
mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai
segi hukum, baik hukum publik ataupun privat (Dirdjosisworo, 2010, hal.
130).

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu
gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi
terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum
(Rahardjo, 2014, hal 40). Peraturan hukum contohnya, karena ada
peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum
dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-

benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum (Rahardjo, 2014, hal
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35-36). Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan
bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu
peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan
hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk
membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan
menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya
(Rahardjo, 2014, hal 37).

Hukum perdata sendiri menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo
adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan
kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang
perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan
kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing
pihak (Salim HS, 2021, hal 5-6). Hak-hak keperdataan meliputi hak-hak
kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan,
dan hak-hak atas barang-barang tak berwujud (Salim HS, 2021, hal 34).
Sedangkan kewajiban-kewajiban dalam hubungan keperdataan mencakup
kewajiban yang mutlak dan nisbi yaitu yang tidak mempunyai pasangan
hak, seperti kewajiban yang dituju pada diri sendiri, yang diminta oleh
masyarakat pada umumnya dan hanya dituju kepada kekuasaan yang
membawahinya serta melibatkan hak di lain pihak (Salim HS, 2021, hal
35). Selain kewajiban mutlak juga terdapat kewajiban publik dan perdata,
kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal, umum, khusus dan

kewajiban primer yang bersifat memberi sanksi. Jadi, akibat hukum dalam
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aspek hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila

hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum

karena hakikatnya hukum adalah melindungi masyarakat baik dalam

hukum publik maupun privat.

B. Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Pada Umumnya
1. Pengertian Cessie
Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas
nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun demikian,
kata cessie tidak terdapat di dalam undang-undang yang
berlaku di  Indonesia. Di Indonesia, cessie hanya dikenal dari
doktrin-doktrin  hukum dan juga yurisprudensi. Dalam bukunya
yang berjudul Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Tan
ThonKie memberikan terjemahan mengenai beberapa pendapat
dan/atau pandangan dari ahli hukum mengenai definisi cessie.
Salah satu definisi Cessie yang dikenal di dalam ilmu hukum

adalah definisi yang dikemukakan oleh Vollmar. Definisi Cessie
tersebut diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai suatu istilah yang
lazim dipakai untuk penyerahan suatu piutang. Pandangan mengenai
apa yang dimaksud dengan Cessie juga dikemukakan oleh C. Asser.
Meskipun Asser tidak secara tegas memberikan definisi mengenai
Cessie, namun dari pendapat yang dikemukakannya dapat

disimpulkan bahwa cessie adalah pengambilalihan piutang.
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Pengambilalihan piutang tersebut tidaklah menghilangkan identitas
dari utang itu dan pada umumnya tidak berpengaruh terhadap
hubungan antara si berutang dengan si berpiutang.

Di Indonesia, definisi Cessie salah satunya dikemukakan oleh
Subekti. Menurut pendapat Subekti, Cessie adalah:

“Suatu cara pemindahan piutang atas nama
dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama
kepada orang yang nantinya menjadi Kkreditur
baru, namun hubungan hukum utang piutang
tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam
keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur
baru”

Selain Subekti, ahli hukum Indonesia yang juga mengemukakan
pendapatnya tentang cessie adalah M. Yahya Harahap. Definisi Cessie
menurut Yahya Harahap dapat disimpulkan sebagai berikut:

“cessie adalah pemindahan tagihan. Dengan
adanya cessie maka pembayaran yang dilakukan
oleh Debitur dilakukan bukan kepada diri
kreditur asli melainkan kepada person kreditur
Pengganti atau  cessionaris yang telah
menggantikan kedudukan Kreditur semula.
Pembayaran yang dilakukan kepada cessionaris
sama betul keadaannya seperti telah melakukan
pembayaran in person kepada kreditur sendiri.”

Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan para
ahli hukum di atas, jelas bahwa cessie merupakan suatu cara untuk
mengalihkan dan/atau menyerahkan hak atas suatu piutang atas
nama.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan pengalihan
piutang atas nama diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata.
Namun demikian, definisi mengenai cessie tidaklah disebutkan

dan/atau dijabarkan dengan lugas dan jelas di dalam peraturan
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perundang-undangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 613
ayat (1) KUHPerdata®® yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan
kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan
dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di
bawah tangan, dengan mana hak-hak atas
kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

2. Alasan Bank Melakukan Pengalihan Utang

Apabila kita melihat kembali ketentuan Pasal 613 KUHPerdata,
pengalihan piutang secara Cessie tidak disyaratkan untuk
memerlukan persetujuan dari debitur. Kreditur berdasarkan
pertimbangannya sendiri, dapat mengalihkan piutangnya
sehubungan dengan fasilitas kredit yang telah diberikannya kepada
debitur. Akan tetapi agar perjanjian pengalihan piutang yang dibuat
oleh kreditur dengan pihak ketiga mempunyai akibat kepada
debitur, maka hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang
tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis
disetujui atau diakui oleh debitur yang bersangkutan.

Pengalihan piutang secara Cessie dapat terjadi di dunia
perbankan. Penyaluran fasilitas kredit yang dirasa tidak efektif atau
kebijakan internal Bank untuk melakukan restruksturisasi di dalam
kegiatan perkreditannya merupakan beberapa diantara alasan-alasan
yang dapat menjadi dasar pertimbangan Bank untuk mengalihkan
piutangnya dengan jalan menjual piutang kreditnya itu kepada
pihak ketiga. Namun, selain alasan-alasan tersebut, ada beberapa

alasan lain yang dapat membuat Bank melakukan penjualan atau
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pengalihan atas piutangnya. Alasan-alasan tersebut adalah:

a. Bank bermaksud untuk meningkatkan Capital Adequacy Ratio
(CAR);

b. Bank hendak meningkatkan rasio profitabilitasnya

c. Pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bank telah
melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi
debitur yang bersangkutan;

d. Bank mengalami kekurangan likuiditas akibat dari terlalu besarnya
loan portfolio (portepel kredit) Bank;

e. Bank menilai, berdasarkan pertimbangan baiknya, bahwa loan
portfolionya disektor industri tertentu atau di suatu wilayah
tertentu terlalu besar sehingga Bank bermaksud untuk
menguranginya;

f. Bank bermaksud untuk melakukan restrukturisasi terhadap loan
portfolionya

. Perjanjian Cessie
Sebagaimana diuraikan di atas, Cessie adalah suatu cara untuk

melakukan pengalihan piutang atas nama dari kreditur lama kepada

kreditur baru. Dalam perikatan yang telah dibuat diantara debitur
dengan kreditur lama muncul kehadiran pihak ketiga sebagai
kreditur baru. Kehadiran pihak ketiga adalah untuk mengambil alih
hak dan kewajiban kreditur lama yang timbul berdasarkan perjanjian

kredit yang dibuat oleh kreditur lama dengan debitur.
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Pengambilalihan  piutang yang  disertai  juga  dengan
pengambilalihan hak dan kewajiban itu dapat dilakukan dengan cara
kreditur baru membeli piutang tersebut kepada kreditur lama.
Namun, dalam hal ini, hubungan hukum antara kreditur dengan
debitur tidak putus dan tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang
menggantikan hubungan hukum yang lama. Dengan perkataan lain,
perikatan yang lama tetap ada namun dialihkan kepada kreditur
baru.

Dalam suatu perikatan pinjam meminjam uang berdasarkan
perjanjian kredit Bank, piutang atas nama yang dimaksudkan adalah
piutang atas nama Bank selaku pihak yang meminjamkan uang atau
yang memiliki piutang terhadap debiturnya. Pengalihan piutang
atas nama yang dilakukan oleh Bank selaku kreditur
mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang atas debitur yang
bersangkutan kepada pihak ketiga yang kemudian menggantikan
kedudukan kreditur lama sebagai kreditur yang baru. Dengan
dilakukannya pengalihan piutang itu, segala ketentuan dan
hubungan hukum yang diatur di dalam perjanjian kredit beralih
dan mengikat kepada kreditur baru. Hubungan hukum antara
kreditur dengan debitur tetap ada dan berlaku sebagaimana yang
diatur di dalam perjanjian kredit. Hanya saja, person kreditur
yang dimaksudkan di dalam perjanjian kredit bukan lagi kreditur

lama melainkan kreditur baru yang mengambil alih piutang kreditur
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lama terhadap debiturnya, berikut dengan seluruh hak dan
kewajiban kreditur lama berdasarkan perjanjian kredit tersebut.
Sejak berlaku efektifnya suatu pengalihan piutang, kreditur
lama tidak lagi berhak untuk menerima pembayaran dan/atau
pelunasan hutang debitur kepadanya. Setiap pembayaran dan/atau
pelunasan hutang debitur merupakan hak kreditur baru dan
dibayarkan oleh debitur kepada kreditur baru. Keadaan ini diikuti
pula dengan timbulnya hak kreditur baru atas jaminan kebendaan
yang telah diberikan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan
perjanjian kredit. Oleh sebab itu, agar kepentingan kreditur baru
terlindungi, kreditur baru yang bersangkutan wajib memberitahukan
hal mengenai pengalihan piutang tersebut kepada debitur.
Pemberitahuan yang dimaksud disini adalah pemberitahuan resmi.
Pemberitahuan resmi ini bertujuan untuk memperingatkan kepada
debitur bahwa kreditur telah menyerahkan piutangnya kepada pihak
ketiga sehingga sejak saat itu setiap pembayaran yang dilakukan oleh
debitur yang berkenaan dengan hutangnya kepada kreditur wajib
dibayarkannya kepada pihak ketiga yang bersangkutan selaku
kreditur baru. Akan tetapi, dalam hal pengalihan piutang
dilakukan oleh kreditur yang merupakan anggota sindikasi kredit
kepada pihak ketiga, maka pemberitahuan mengenai hal telah
dilakukannya pengalihan piutang tersebut biasanya tidak hanya

ditujukan kepada debitur saja, melainkan juga kepada agent bank dan
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dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di antara para
kreditur sindikasi. Hal ini dikarenakan di dalam perjanjian kredit
sindikasi tidak hanya terdapat hak dan kewajiban kreditur yang
melakukan pengalihan piutang saja melainkan juga hak dan
kewajiban kreditur lain yang merupakan anggota sindikasi kredit.
Namun, harus diingat bahwa yang dialihkan oleh kreditur anggota
sindikasi kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang
tersebut adalah hanya sebatas partisipasi kreditur anggota
sindikasi  kredit yang bersangkutan. Artinya, pengalihan
piutangitu tidak meliputi pengalihan seluruh hak dan
kewajiban dari kreditur anggota sindikasi kredit yang lain. Hak
dan kewajiban yang dialihkan sehubungan dengan hal tersebut
adalah sebatas hak dan kewajiban kreditur sindikasi yang
mengalihkan piutangnya saja. Hak dan kewajiban kreditur
sindikasi yang lain tidak dialihkan dan tidak memiliki

keterkaitan apapun sehubungan dengan pengalihan piutang itu.

C. Tagihan Pada Umumnya

1. Pengertian Tagihan

Menurut Warren Reeve dan Fess (2021, hal 404) menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan tagihan adalah segala sesuatu yang
meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lain, baik
itu individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Pengertian tagihan

menurut Baridwan (2015, hal 123) yang dimaksud tagihan adalah
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klaim perusahaan atas uang, barang-barang atau jasa-jasa kepada
pihak lain. Sedangkan Soemarso (2020, hal 338) Tagihan merupakan
kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-
kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan
penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam
bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar
kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa tagihan adalah semua klaim yang bisa
berbentuk uang, barang atau jasa dari perusahaan kepada pihak-
pihak lain atau pelanggan baik itu individu, sesama perusahaan atau

organisasi.
Tagihan-tagihan yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dalam
dua golongan yaitu:
a. Piutang yaitu tagihan-tagihan yang tidak didukung dengan janiji
tertulis
b. Piutang wesel yaitu tagihan-tagihan yang didukung dengan janiji

tertulis.

2. Jenis-Jenis Tagihan

Tagihan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Tagihan akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat

dari akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.

b. Tagihan derivatif adalah tagihan karena potensi keuangan dari

suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara
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nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal
laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market

dari transaksi spot yang masih berjalan.

c. Tagihan komitmen adalah tagihan yang tidak bisa dibatalkan
secara sepihak dan wajib dilaksanakan apabila semua
persyaratan sudah terpenuhi.

D. Kredit Pada Umumnya
1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan nomor 10
tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga (Kasmir, 2007, hal 73).

(Malayu, 2008) Pengertian kredit menurut UU RI No.7 Tahun
1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12) adalah penyedia uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau
pembagian hasil keuntungan.

Menurut Thomas dalam Ismail (2010, hal 93) kredit dalam

pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak
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debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa
yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik
beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit.

Berdasarkan pernyataan menurut para ahli, dapat disimpulkan
bahwa kredit merupakan pemberian uang atau tagihan berdasarkan
kesepakatan pihak penerima kredit dengan jangka waktu tertentu
beserta jaminan dengan membayar sejumlah bunga atau pembagi hasil

keuntungan.

. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Hariyani (2010, hal 58) sebagaimana diketahui bahwa
unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank
sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai kreditur terhadap
nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul
karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk
memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan
peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan. Menurut
Kasmir (2004) Adapun unsur-unsur kredit sebagai berikut:

a. Kepercayaan Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur
bahwa yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan
benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai
jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan Disamping unsur percaya didalam kredit juga

mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengann debitur.
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Kesepakatan ini 10 dituangkan dalam suatu perjanjian dimana
masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya
masing-masing.

. Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu
ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
Jangka waktu tersebut bisa berbentu jangka pendek (dibawah 1
tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang
(diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu
pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah
pihak.

. Resiko Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit
akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet
pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu
kredit, maka semakin besar resikonya.

Balas Jasa Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau
pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal
dengan bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank
juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang
juga merupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-
unsur kredit merupakan adanya keyakinan atau kepercayaan dari
pihak bank sebagai kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang

kepada debitur (penerima kredit) dengan sesuai kesepakatan
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berupa jangka waktu yang telah disepakati dan ada nya bunga
kredit sebagai balas jasa.
3. Jenis-Jenis Kredit
Menurut Kariyoto (2017, hal 200) kredit dapat diklarifikasikan
dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis aktivitasnya. Jenis-
jenis kredit menurut Suyatno dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan,
menyatakan bahwa jenis-jenis kredit terdiri dari:
a. Berdasarkan kegunaan kredit

b. Berdasarkan jangka waktu pemberian kredit

o

Kredit dilihat dari sudut jaminannya

d. Berdasarkan cara pembayarannya
Menurut Untung (2000, hal 7) dalam Setianingsih (2009)

menyatakan bahwa kredit yang diberikan ada bermacam-macam jenis

kredit, yaitu sebagai berikut;

a. Dilihat dari tujuannya, kredit dibedakan menjadi 3 yaitu;

1) Kredit Produktif Kredit produktif merupakan kredit yang
diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses
produksi.

2) Kredit Konsumtif Kredit konsumtif merupakan kredit yang
digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk memenuhi
kebutuhan seharihari.

3) Kredit Perdagangan Kredit perdagangan merupakan kredit

yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang
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untuk dijual lagi.
b. Dilihat dari jangka waktunya

1) Kredit jangka pendek Kredit jangka pendek adalah kredit yang
berjangka waktu maksimal satu tahun.

2) Kredit jangka menengah Kredit jangka menengah adalah kredit
yang berjangka waktu sampai tiga tahun.

3) Kredit jangka panjang Kredit jangka panjang adalah kredit
yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
jenis kredit itu berdasarkan tujuan atau kegunaannya, dapat dilihat
juga dari jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan
nasabah, jenis kredit menurut jaminannya seperti jaminan barang
dan jaminan dokumen.

4. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967
pemberian kredit adalah sebagai berikut: Pemberian kredit didasarkan
atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah
untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut,
maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian
dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan
prospek usaha dari debitor. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang
dinilai tersebut dikenal dengan sebutan “the of credit analysis” atau

prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, and condition).
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Menurut Kasmir (2012:106) prosedur pemberian kredit adalah
tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada
nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai
kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit
sebagai berikut:

a. Pengajuan proposal hendaknya berisi keterangan

b. Penyelidikan berkas pinjaman

c. Penilaian kelayakan kredit

d. Wawancara pertama

e. Peninjauan ke lokasi (On the Spot)

f. Wawancara kedua

g. Keputusan kredit

h. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
I. Realisasi kredit

Berdasarkan pernyataan menurut para ahli, dapat disimpulkan
bahwa prosedur pemberian kredit merupakan tahapan tahapan yang
dilakukan oleh calon debitur sebelum mendapatkan kredit. Tahap-
tahapan tersebut mulai dari pengajuan kredit, dokumen-dokumen yang
di perlukan seperti kartu identitas, pemeriksaan dokumen, sampai

calon debitur mendapatkan pencairan atau uang pinjamannya.





